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PELAYANAN PEMBUATAN SERTIPIKAT TANAH PADA KANTOR 

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BONE 

RINGKASAN 

 Wanda Bahar, Judul tugas akhir “Pelayanan Pembuatan Sertipikat Tanah 

Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone”, dibimbing oleh, 

pembimbing I, Drs. Hirman, M. Si, dan pembimbing II, Dr. Askariani Sahur, S. 

Sos., M. Si 

 Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran  

kualitias pelayanan di Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional Kabupaten Bone. Metode yang digunakan  pada penelitian ini adalah 

metode penelitian kuantitatif. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah 

teknik sampel accidental (accidental sampling), yaitu siapa saja secara kebetulan 

sesuai sebagai sumber data atau kriteria tanpa menggunakan perencanaan tertentu, 

sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan pada peneltian ini adalah 

teknik kuesioner, wawancara dan observasi . 

Dari hasil kegiatan ini disimpulkan bahwa pelayanan pembuatan sertipikat 

tanah pada kantor pertanahan kabupaten bone dalam kategori ‘’cukup baik’’. 

Kata Kunci : Kualitas pelayanan pembuatan sertipikat tanah 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap penyelenggaraan pelayanan harus memiliki standar pelayanan dan 

dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. 

Standar pelayanan adalah ukuran yang diberlakukan dalam penyelenggaraan 

pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. 

Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Bone merupakan 

salah satu fungsi pelayanan  wujud nyata dalam bentuk jasa pelayanan baik dalam 

bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung 

jawab dan dilaksanakan oleh Instansi pemerintah di pusat, di Daerah, dan di 

lingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dalam, 

rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pelayanan merupakan  hal yang harus diperhatikan oleh pihak kantor 

pertanahan sehingga dapat memberikan pelayanan yang respontif, efisien dan 

sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan 

menguatnya kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang respontif 

dan efisien sesuai dengan standar operasional kantor pertanahan Kabupaten Bone 

diharuskan beriorentasi pada pelanggan (Customer Driven) yang berarti 

menempatkan pelanggan (masyarakat) pada urutan yang paling depan. 

Berdasarkan hasil observasi awal kegiatan yang dilakukan mengenai 

pelayanan pembuatan sertipikat tanah pada kantor badan pertanahan nasional 

kabupaten Bone, penulis mendapatkan fakta dilapangan yakni pelayanan masih 

kurang terlaksana dengan baik, sebab sistem persyaratan belum sesuai dengan 
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sistem prosedur pelayanan (SOP) yang ditetapkan, sistem persyaratan belum 

mampu memberikan informasi yang akurat dan jelas kepada masyarakat sehingga 

masyarakat merasa kesusahan dan mengenai ketepatan dan kepastian waktu 

penyelesaian pelayanan pembuatan sertipikat tanah  rata-rata masih belum tepat 

waktu, dimana yang seharusnya sertipikat tanah terbit pada waktu 98 hari  

( berdasarkan peraturan kepala BPN No.1 tahun 2010 ) setelah dokumen lengkap 

bisa mundur sampai beberapa bulan bahkan tahun dari jangka waktu yang telah 

ditentukan. sebab banyaknya karyawan  yang jarang masuk kantor dan 

mengabaikan pekerjaan sehingga berkas pembuatan sertipikat tanah terhambat, 

hal tersebut menyebabkan masyarakat harus datang berkali-kali ke kantor BPN 

hanya untuk memastikan berkas telah selesai diproses dan menunggu 

penyelesaian berkas  dengan jangka watu yang lama. 

Selain itu, munculnya oknum yang bisa membantu memuluskan pembuatan 

sertipikat tanah dengan cepat dengan biaya yang cukup tinggi, padahal dalam 

peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang jenis dan tarif atas jenis 

penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/ Badan Pertanahan Nasional tarif pengurusan sertifikasi dan pengukuran 

luas bidang tanah sudah ditentukan dengan besaran yang disesuaikan dengan luas 

tanahnya ( PP No.128 Tahun 2015 tentang jenis dan tariff atas jenis penerimaan 

Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ 

Badan Pertanahan Nasional terlampir ). Hal ini tentulah meresahkan bagi 

pemohon yang ingin melalui jalur yang sudah ditetapkan. Akan tetapi dari 

pantauan peneliti, memang banyak pemohon yang menggunakan jalur calo 
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tersebut karena proses pembuatan sertipikat tanah prosesnya cukup lama dan 

melelehkan. 

Sertipikat tanah sesungguhnya merupakan komponen terpenting yang harus 

diprioritaskan dalam pengurusannya karena menyangkut kepastian hukum atas 

hak milik tanah seseorang adanya persepsi yang buruk tentang ASN (Aparatur 

Sipil Negara) harusnya menjadi kritikan keras bagi pemerintah. Kinerja pegawai 

sangat selaras dengan mutu pelayanan kepada masyarakat sehingga proses 

pelaksanaan kinerja yang kurang baik sangat memengaruhi pelayanan yang 

dilakukan oleh pegawai terhadap masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut 

sangketa tanah pun sering terjadi karena kurangnya kesadaran dan minat para 

masyarakat untuk membuat sertipikat tanah sehingga sebagian masyarakat 

berpikir bahwa pembuatan sertipikat memerlukan waktu yang lama dan sebagian 

masyarakat sering mengeluh terhadap petugas yang memberi pelayanan yang 

terlalu lambat sehingga kualitas pelayanan pembuatan sertipikat tanah yang di 

terima masyarakat menjadi sangat tidak efisien waktu 

Masalah-masalah diatas menujukkan bahwa masih minimnya kesadaran 

pegawai dalam melayani masyarakat akibatnya tujuan pelayanan belum terwujud 

dengan baik. tujuan adanya pelayanan yaitu memuaskan pengguna layanan sesuai 

dengan yang diinginkan mereka, oleh karena itu, penyedia layanan harus mampu 

mengedentifikasi kebutuhan dan keinginan masyarakat pengguna.kemudian 

memberikan pelayanan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat 

tersebut. Dalam hal ini penyedia layanan dituntut memberikan pelayanan yang 

berkualitas kepada pengguna layanan. Berdasarkan masalah di atas maka penulis 

tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “Pelayanan Pembuatan 
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Sertipikat Tanah Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional  Kabupaten 

Bone” 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

merumuskan masalah yaitu “Bagaimana pelayanan pembuatan sertipikat tanah 

pada kantor pertanahan kabupaten Bone” 

1.3 Ruang Lingkup Kegiatan 

Adapun ruang lingkup kegiatan penelitian ini yaitu pelayanan pembuatan 

sertipikat tanah yang ada di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone. 

1.4 Tujuan dan manfaat kegiatan  

1.4.1 Tujuan kegiatan 

Searah dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

yaitu untuk mengetahui bagaimana pelayanan pembuatan sertipikat tanah pada 

kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone. 

1.4.2 Manfaat Kegiatan  

 

1. Untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program studi D3 Jurusan 

Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ujung Pandang 

2. Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir dalam 

menganalisa setiap gejala dan permasalahan yang dihadapi di lapangan yang 

handal denga  isu-isu kebijakan publik  

3. Sebagai bahan refrensi untuk dijadikan masukan dalam rangka meningkatkan 

Responsivitas Aparat Birokrasi dalam pembuatan sertipikat tanah yang dapat 

mempermudah masyarakat 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pelayanan 

Hardiyansyah (2018: 14) menjelaskan bahwa pelayanan adalah “aktivitas   

yang diberikan untuk membantu, menyiapkan dan mengurus baik itu berupa 

barang atau jasa dari satu pihak kepada pihak lainnya”.  

Cowel dalam Hardiyansyah (2018: 13) menyatakan bahwa pelayanan 

adalah ‘’merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak 

kepada pihak lain dan pada hakikatnya berwujud serta tidak mengasilkan 

kepemilikan sesuatu, proses produksinya mungkin juga tidak dikaitkan dengann 

suatu produk fisik’’. 

Hayat (2017:  57), ‘’pelayanan adalah bagian dari tugas dan tanggung 

jawab sera menjadi kewajiban pelenggara pelayanan untuk memberikan 

pelayanan secara baik’’. 

Sunarsiyani (2022: 89), pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan 

sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan organisasi baik langsung maupun 

tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Pelayanan berarti melayani sesuatu 

jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala bidang kegiatan pelayanan 

pada masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi administrasi Negara. 

Dari beberapa pendapat di atas , maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

merupakan suatu kegiatan untuk membantu seseorang dalam menyiapkan dan 

mengurus berupa barang atau dokumen untuk kebutuhan pelanggan.  
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2.2 Pengertian Pelayanan Publik 

Ratminto dan Winarsih Dalam Hardiyansyah (2018: 15) menyatakan bahwa 

‘’pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala 

bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang,publik maupun jasa publik pada 

prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di 

pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik Negara atau badan usaha 

milik daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam 

rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan’’. 

Sejalan dengan pendapat di atas, Menurut Sinambela Dalam Pasolong   

(2020: 148) bahwa pelayanan publik adalah sebagai setiap kegiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap 

kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan 

menawarkan kepuasaan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara 

fisik 

Hayat (2019: 22) menjelaskan bahwa ‘’pelayanan publik adalah melayani 

kebutuhan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pelayanan publik adalah  

melayani secara keseluruhan aspek pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh 

masyarakat untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuannya’’. Pendapat lain 

dikemukakan oleh Hadiwijoyo dan Anisa (2021: 57) ‘’bahwa pelayanan publik 

didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi  publik 

untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna’’.  

Adapun menurut Bilgah (2018) pelayanan publik merupakan tanggung jawab 

pemerintah dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik itu pusat, daerah, 

maupun lingkungan Badan Usaha Milik Negara atas suatu barang, jasa, atau 

pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang 

terkait dengan kepentingan publik. 

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

publik adalah suatu layanan yang diberikan kepada pelanggan yang dilakukan 

melebihi standar yang telah ditetapkan atau layanan yang disediakan sesuai 

dengan kebutuhan dan kemauan pelanggan sehingga dapat memberikan 

kepercayaan terhadap pelanggan.  
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2.3  Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik 

  Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan aparatur Negara Nomor 

63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan 

publik. (Hardiyansyah, 2018: 34-35) kesepuluh prinsip tersebut adalah sebagai 

berikut; 

1. Kesederhanaan; prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah 

dipahami, dan mudah dilaksanakan 

2. Kejelasan ; 1) persyaratan teknis administratif pelayanan publik; 2) unit 

kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan    

pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sangketa dalam pelaksanaan 

pelayanan publik; 3) rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pelayanan. 

3. Kepastian waktu; pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan kurung 

waktu yang telah ditentukan 

4.  Akurasi; produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah 

5. Keamanan; proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan 

kepastian hukum 

6. Tanggung jawab; pimpinan penyelenggara pelayanan publik/pejabat yang 

ditunjuk atas bertanggung jawab atas penyelenggara pelayanan dan 

penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik 

7. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung 

lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi, telekomunikasi 

dan informatika (telematika) 
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8. Kemudahan akses; tempat dan lokasi sarana prasarana pelayanan yang 

memadai mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat dimanfaatkan teknologi 

telekomunikasi dan informasi 

9. Kedisiplinan; kesopanan dan keramahan; pemberian pelayanan harus bersikap 

disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas 

10. Kenyamanan; lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang 

tunggu yang nyaman, bersih, rapih, lingkungan yang indah dan sehat, serta 

dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parker, toilet, tempat 

ibadah dan lainnya. 

 
 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasaan 

masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik meliputi transparan, partisipatif, 

akuntaibel, berkesinambungan, keadilan dan netralitas.  

1. Transparan  

Hasil survey kepuasan masyarakat harus dipublikasikan dan mudah diakses 

oleh seluruh masyarakat. 

2. Partisipasif 

Dalam melaksanakan survey kepuasaan masyarakat harus melibatkan peran 

serta masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survey 

yang sebenarnya. 

 

3. Akuntabel  
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Hal-hal yang diatur dalam survey kepuasaan masyarakat harus dapat 

dilaksanakan dan dipertangggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada 

pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku. 

4. Berkesinambungan  

 Survey kepuasaan masyarakat harus dilakukan secara berkala dan 

berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas 

pelayanan. 

5. Keadilan  

 Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat harus menjangkau semua pengguna 

layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan 

lokasi geografis serta perbedaan kapabilitas fisik dan mental.  

6. Netralitas  

Dalam melakukan survey kepuasaan masyarakat, surveyyour boleh 

mempunyai kepentingan pribadi, golongan, dan tidak berpihak 

 
2.4 Standar-Standar Pelayanan Publik  

  Hadiwijiyo dan Diah Anisa (2021: 82) menjelaskan bahwa standar 

pelayanan yang harus diterapkan dalam setiap proses pelayanan, sekurang 

kurangnya meliputi enam hal, yakni sebagai berikut. 

1. Pelayanan. Dalam hal ini harus ditetapkan standar pelayanan yang dibakukan 

bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk prosedur pengaduan.  

2. Waktu penyelesaian. Hal ini mengandung arti bahwa harus ditetapkan standar 

waktu penyelesaian pelayanan yang ditetapkan setiap saat pengajuan 

permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan, termasuk pengaduan  
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3. Biaya pelayanan. Dalam konteks ini, harus ditetapkan standar biaya atau tariff 

pelayanan, termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian 

pelayanan. Hendaknya setiap kenaikan tarif atau biaya pelayanan diikuti 

dengan peningkatan kualitas pelayanan.  

4. Produk pelayanan. Dalam hal ini harus ditetapkan produk (hasil) pelayanan 

yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan 

harga pelayanan yang telah dibayarkan oleh masyarakat, mereka akan 

mendapat pelayanan berupa produk pelayanan dan ini harus di standarkan. 

5. Sarana dan prasarana. Dalam konteks ini harus ditetapkan standar sarana dan 

prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelengggara pelayanan publik. 

6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan. Perlu ditetapkan pula standar 

kompetensi petugas pemberi pelayanan berdasarkan pengetahuan, keahlian, 

keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. 

 Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Juni Priansya (2017: 74) 

menyatakan bahwa penggunaan standar memiliki tujuan penting, yaitu sebagai 

berikut;  

1. Menyediakan acuan bagi organisasi publik serta pengambilan keputusan 

terkait dengan pelayanan prima  

2. Standarisasi memudahkan penetaban visi serta penentuan pelayanan seperti 

apa yang akan di sediakan oleh organisasI publik 

3. Menyediakan landasan untuk menilai (assessment) tender dalam melakukan 

kontrak 

4. Menyediakan landasan untuk melakukan negosiasi tentang spesifikasi layanan 

yang diberikan. 
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5. Membantu untuk memahami apa yang dimaksudkan dengan kualitas yang 

baik . 

6. Memunkinkan untuk melakukan beanchmark dalam melakukan esesment dan 

peninjauan kembali,memonitor kondisi kualitas yang sedang berlangsung, 

serta membantu merancang kualitas pelayanan. 

7. Membantu menghindari tekanan untuk mengurangi kualitas pelayanan dengan 

alasan penghematan. 

2.5 Indikator Pelayanan Publik  

 Menurut Taufiqurokhman dan Satipsi (2018: 186) untuk mengetahui  

kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen, ada indikator 

ukuran kepuasaan konsumen yang terletak pada 5 (lima) dimensi kualitas 

pelayanan. Kelima dimensi servqual (dimensi kualitas jasa) tersebut mencakup 

beberapa sub dimensi sebagai berikut: 

1. Tangibles (kualitas pelayanan yang berupa sarana fisik perkantoran, 

komputerisasi administrasi, ruang tunggu dan tempat informasi). Dimensi ini 

berkaitan dengan kemodernan peralatan yang digunakan, daya tarik fasilitas 

yang digunakan, kerapian petugas serta kelengkapan peralatan penunjang 

(pamflet atau flow chart) 

2. Reliability (kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan yang 

terpercaya). Dimensi berkaitan dengan janji menyelesaikan sesuatu seperti di 

inginkan, penanganan keluhan konsumen, kinerja pelayanan yang tepat, 

menyediakan pelayanan sesuai waktu yang dijanjikan serta tuntutan pada 

kesalahan pencatatan. 
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3. Responsiveness (kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan 

secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen). Dimensi 

responsivitas mencakup antara lain: pemberitahuan petugas kepada konsumen 

tentang pelayanan yang diberikan, pemberian pelayanan dengan cepat, 

kesediaan petugas memberi bantuan kepada konsumen serta petugas tidak 

pernah merasa sibuk untuk melayani permintaan konsumen. 

4. Assurance (kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai dalam 

meyakinkan kercayaan konsumen). Dimensi assurance berkaitan dengan 

perilaku petugas yang tetap percaya diri pada konsumen, perasaan aman 

konsumen dan kemampuan (ilmu pengetahuan) petugas untuk menjawab 

pertanyaan konsumen. 

5. Emphaty (sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap 

konsumen). Dimensi emphaty memuat antara lain: pemberian perhatian 

individual kepada konsumen, ketepatan waktu pelayanan bagi semua 

konsumen, perusahaan memiliki petugas yang memberikan perhatian khusus 

pada konsumen, pelayanan yang melekat di hati konsumen dan petugas yang 

memahami kebutuhan spesifik dari pelanggannya.  

2.6 Penyusunan Maklumat Pelayanan Publik 

 Hardiyansyah (2018: 40-41) menjelaskan bahwa dalam merumusukan dan 

menyusun maklumat pelayanan publik, dapat mengambil langkah-langkah untuk: 

1. Melakukan identifikasi dan analisa data, informasi mengenai jenis pelayanan 

yang perlu dan/atau seharusnya ditetapkan, sesuai urusan dan kewenangannya  

2. Melibatkan masyrakat untuk mendapatkan masukan, saran, dan informasi 

jenis pelayanan yang nyata dibutuhkan oleh masyarakat daerahnya, serta 
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memberikan akses kepada masyarakat dalam proses perumusan dan 

penyusunan maklumat pelayanan publik 

3. Mempertimbangkan keberagaman daerah, kondisi geografis, mata pencarian 

penduduk dan kehidupan sosial budaya masyarakat, sebagai bahan kajian dan 

bahan perumusan serta penyusunan maklumat pelayanan publik 

4. Menganalisa kelembagaan yang ada, kemampuan personil, jumlah personil, 

kemampuan anggaran dan lainnya. Yang diperkirakan akan mempengaruhi 

kualitas pelayanan, disiplin aparat pelaksana untuk tepat waktu dalam proses 

dan penyelesaian pelayanan.  

5. Realistis dalam merumuskan persyaratan, waktu, biaya, dan lainnya agar 

memberikan kemungkinan untuk bisa dilaksanakan dengan baik oleh aparat 

penyelennggara, mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat, dan yang 

paling penting tidak membebani atau memberatkan masyarakat 

2.7 Jenis-Jenis Pelayanan Publik 

 Jenis-jenis pelayanan publik menurut LAN dalam Hardiyansyah        

(2018: 31-32) adalah sebagai berikut: 

1. Pelayanan pemerintah adalah jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan 

tugas-tugas umum pemerintahan, seperti pelayanan KTP, SIM, sertipikat, 

pajak, perizinan, dan keimigrasian. 

2. Pelayanan pembangunan adalah suatu jenis pelayanan masyarakat yang terkait 

dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitas kepada 

masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sebagai warga Negara. Pelayanan 

ini meliputi penyediaan jalan-jalan, jembatan-jembatan, pelabuhan-pelabuhan, 

dan lainnya. 
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3. Pelayanan untilitas adalah jenis pelayanan yang terkait dengan utilitas bagi 

masyarakat seperti penyediaan listrik, air, telepon, dan transportasi lokal. 

4. Pelayanan sandang, pangan, dan papan adalah jenis pelayanan yang 

menyediakan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan perumahan, 

seperti penyediaan beras, gula, minyak, gas, tekstil, dan perumahan murah. 

5. Pelayanan kemasyarakatan adalah jenis pelayanan yang dilihat dari sifat dan 

kepentingannya lebih ditekankan pada kegiatan-kegiatan sosial 

kemasyarakatan, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, 

penjara, rumah yatim piatu, dan lainnya. 

2.8 Unsur-Unsur Pelayanan Publik 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017, ada beberapa 

unsur pelayanan publik yaitu:  

1. Persyaratan  

 Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis 

pelayanan baik persyaratan teknik maupun administratif 

2. Sistem, mekanisme, dan prosedur 

 Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan 

bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan 

3. Waktu penyelesaian  

 Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

4. Biaya/Tarif 
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 Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan pada penerima pelayanan dalam 

mengurus dan atau memperoleh layanan dari penyelenggara yang besarnya 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. 

5. Produk  Spesifikasi Jenis Pelayanan  

 Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan 

diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

 Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan 

6. Kompetensi Pelaksana 

 Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana 

meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. 

7. Perilaku Pelaksana 

 Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. 

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan 

penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

9. Sarana dan Prasarana  

 Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai 

maksud dan tujuan. 

 Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama 

terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana 

digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk 

benda yang tidak bergerak (gedung). 
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2.9 Definisi Operasional Prosedur (SOP) 

 Adapun definisi operasional yang digunakan sesuai dengan standar 

operasional pelayanan yang terdapat pada kantor Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Bone dalam pelayanan pembuatan sertipikat tanah meliputi: 

1. Persyaratan  

 Persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud adalah persyaratan yang harus 

dipenuhi oleh pemohon agar permohonannya dapat diproses lebih lanjut, 

adapun persyaratan yang dimaksud sebagai berikut: 

a) Formulir permohonan yang sudah di isi dan di tanda tangani pemohon atau 

kuasanya di atas materai cukup 

b) Surat kuasa apabila di kuasakan 

c) Foto copy idenditas (KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan 

yang telah di cocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 

d) Bukti pemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adatt 

e) Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan aslinya oleh 

petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB), dan melampirkan 

bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan,  

2. Prosedur  

 Prosedur sebagaimana dimaksud adalah tahapan proses pelayanan masing-

masing jenis kegiatan sebagaimana bagian alir yang tercantum dalam lampiran 

peraturan, adapun prosedur yang dimaksud sebagai berikut: 

a. Penerimaan dan pemeriksaan dokumen permohonan 

b. Penerimaan pembayaran biaya pengukuran pemeriksaan tanah dan 

pendaftaran hak  
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c. Pengukuran dan pemeriksaan tanah (pemohon harus hadir) 

d. Pengumuman  

e. Pembukuan dan penerbitan sertipikat tanah 

f. Pengambilan setipikat tanah 

3. Waktu  

 Waktu sebagaimana dimaksud adalah jangka waktu penyelesaian pelayanan 

pertanahan terhitung sejak penerimaan berkas lengkap dan telah lunas 

pembayaran biaya yang ditetapkan, adapun waktu yang di tetapkan yaitu 98 

hari. 

4. Biaya  

 Biaya sebagaimana dimaksud adalah biaya pelayanan yang diwajibkan kepada 

pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang jenis dan tarif 

atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

5. Sarana dan Prasarana 

 Sarana dan Prasarana dimaksud adalah standar fasilitas pelayanan yang aman, 

tertib dan nyaman 

  

2.10 Kerangka Konseptual  

  Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Bone adalah salah satu instansi atau lembaga pemerintah non 

Kementrian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas 

pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. 
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  Kantor ini mempunyai bidang usaha dalam melaksanakan sebagian tugas 

dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam lingkungan wilayah Kabupaten 

Bone. 

  Seperti pembuatan sertipikat hak atas tanah, peralihan hak, pembebanan 

sertipikat hak atas tanah dan kegiatan-kegiatan pelayanan pertanahan lainnya. 

  Kantor ini di tuntut  untuk menciptakan bisnis dengan memberikan 

pelayanan semaksimal mungkin untuk upaya tetap unggul untuk persaingan masa 

jangka panjang. 

  Adapun kerangka konsep pada penelitian ini dapat dijelaskan seperti 

gambar berikut. 
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Kantor Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Bone 

Pelayanan  Pembuatan Sertipikat 
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1. Persyaratan  

2. Prosedur  

3. Waktu  

4. Biaya 

5. Sarana dan prasarana  
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Umpan Balik 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Tempat Dan Waktu Penelitian  

 Penelitian dilaksanakan pada kantor badan pertanahan nasional (BPN) 

Kabupaten Bone yang bertempat di Jl.A Mappanyukki No.3, Macanang, 

Kabupaten Bone, Lama pelaksanaan penelitian yang berlangsung 1 bulan  

3.2 Tipe Penelitian  

 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan tipe kegiatan yaitu 

tipe penelitian deskriptif. Oleh karena itu pada penelitian ini, akan 

mendeskripsikan, dan menganalisa data yang telah dikumpulkan, sehingga akan 

memberikan gambaran secara jelas terkait pelayanan publik pada kantor 

pertanahan Kabupaten Bone. 

3.3 Populasi Dan Sampel  

3.3.1 Populasi 

 Populasi dari penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang telah selesai 

dalam pembuatan sertipikat tanah pada kantor Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Bone yang berjumlah secara keseluruhan pada bulan Juni – Juli 2023 

berjumlah 300 orang. 

3.3.2 Sampel 

 Teknik penarikan sampel yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu 

accidental sampling. Yaitu teknik penarikan sampel dengan cara kebetulan di 

lokasi penelitian dengan tidak menggunakan perencanaan tertentu. Penelitian ini 
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memakai tabel issac & michael dengan tingkat kesalahan 10% sehingga didapat 

jumlah sampel 30 responden ( masyarakat mengurus sertipikat tanah) 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Observasi  

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati suatu 

objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar 

terkait objek tersebut. Dengan menggunakan catatan atau alat rekam. 

2. Kuesioner  

Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh 

responden, angket merupakan kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang tertulis 

yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang diri 

pribadi atau hal-hal ia ketahui, Sebelum kuesioner diberikan kepada 

responden, kuesioner harus diuji terlebih dulu sebelumnya untuk mengetahui 

jika butir-butir pertanyaan yang dimasukkan dapat digunakan sebagai alat 

ukur yang valid  dan reliable. 

3. Wawancara 

Teknik pengumpulan data ini dilakukan secara langsung oleh peneliti dalam 

bentuk tanya jawab atau wawancara oleh narasumber yang bertindak sebagai 

informan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Seperti 

kuesioner, pertanyaan wawancara perlu diujikan kemampuannya supaya 

peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan. 
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3.5 Teknik Analisis Data  

Pada penelitian ini, analisa data yang digunakan adalah analisa kuantitatif 

yaitu data yang disajikan dalam bentuk table distribusi frekuensi dan diperoleh 

dari kuesioner, Pengisian kuesioner menggunakan skala likert. Untuk mengetahui 

pelaksanaan pelayanan pembuatan sertipikat tanah pada kantor pertanahan 

Kabupaten Bone. 

Tabel 3.1 Skor Pelayanan pembuatan sertipikat tanah menggunakan skala likert 

Keterangan Skala 

Tidak Baik 1 

Kurang Baik 2 

Cukup Baik 3 

Baik  4 

Sangat Baik 5 

 

 Untuk memulai tingkat capaian kualitas pelayanan pada Kantor Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bone,dilakukan dengan menggunakan 

garis komitmen.Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1. Menghitung skor ideal (Nmax),sebagai berikut: 

= Jumlah responden X skor tanggapan tertinggi 

= 30 x 5 

= 150 

2. Menghitung skor terendah (Nmin).dengan cara sebagai berikut: 

Skor terendah= Jumlah responden X skor tanggapan terendah  

 = 30 x 1 
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 = 30 

3. Menentukan garis kontinum 

Berdasarkan perhitungan pada langkah di atas, maka selanjutnya 

dapat dibuat skala/garis kontinum yang digunakan untuk menarik 

kesimpulan Adapun intervalnya sebagai berikut: 

Sampel : 30 

RespondenNmax = 

30 x 5 = 150 

Nmin = 30 x 1 = 30 

 NJI = Nmax –Nmin = 150 – 30 = 120 = 24 

                      5                   5             5 

NJI (Nilai Jenjang Interval) = Nilai tertinggi- Nilai 

                      Terendah Jumlah Kriteria Persyaratan 

 

Dengan demikian, garis kontinum dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

TB  KB  CB  B  SB 

 

  30                      54                  78                 102       126               150 

 

3.6 Definisi Operasional 

 Adapun definisi operasional yang digunakan sesuai dengan standar 

operasional pelayanan yang terdapat pada kantor Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Bone dalam pelayanan pembuatan sertipikat tanah meliputi: 
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1. Persyaratan  

Persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud adalah persyaratan yang 

harus dipenuhi oleh pemohon agar permohonannya dapat diproses lebih 

lanjut, adapun persyaratan yang dimaksud sebagai berikut: 

a) Formulir permohonan yang sudah di isi dan di tanda tangani pemohon 

atau kuasanya di atas materai cukup 

b) Surat kuasa apabila di kuasakan 

c) Foto copy idenditas (KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan 

yang telah di cocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 

d) Bukti pemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adatt 

e) Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan aslinya 

oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB), dan 

melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan,  

2. Prosedur  

 Prosedur sebagaimana dimaksud adalah tahapan proses pelayanan masing-

masing jenis kegiatan sebagaimana bagian alir yang tercantum dalam 

lampiran peraturan, adapun prosedur yang dimaksud sebagai berikut: 

a. Penerimaan dan pemeriksaan dokumen permohonan 

b. Penerimaan pembayaran biaya pengukuran pemeriksaan tanah dan 

pendaftaran hak  

c. Pengukuran dan pemeriksaan tanah (pemohon harus hadir) 

d. Pengumuman  

e. Pembukuan dan penerbitan sertipikat tanah 

f. Pengambilan setipikat tanah 
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3. Waktu  

Waktu sebagaimana dimaksud adalah jangka waktu penyelesaian 

pelayanan pertanahan terhitung sejak penerimaan berkas lengkap dan telah 

lunas pembayaran biaya yang ditetapkan, adapun waktu yang di tetapkan 

yaitu 98 hari.. 

4. Biaya  

Biaya sebagaimana dimaksud adalah biaya pelayanan yang diwajibkan 

kepada pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang 

jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku 

pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

5. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan Prasarana dimaksud adalah standar fasilitas pelayanan yang 

aman, tertib dan nyaman 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

Berikut ini gambaran umum mengenai sejarah singkat dan bidang usaha 

yang dimiliki oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional Kabupaten Bone. 

1. Sejarah singkat 

Badan Pertanahan Nasional adalah suatu lembaga non Departemen yang 

dibentuk pada tanggal 19 Juli 1998 berdasarkan keputusan Presiden RI No. 26 

Tahun 1998. Badan Pertanahan ini merupakan peningkatan dari Badan Direktorat 

Jendral Agraria Departemen. 

Pada era 1960 sejak berlakunya Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA), 

Badan Pertanahan Nasional mengalami beberapa kali pergantian penguasaan 

dalam hal ini kelembagaan. Tentunya masalah tersebut berpengaruh pada proses 

pengambilan kebijakan. Ketika dalam naungan kementrian agraria sebuah 

kebijakan diproses dan ditindaklanjuti dari struktur pimpinan pusat sampai pada 

tingkat Kantah, namun ketika dalam naungan Departemen Dalam Negeri hanya 

melalui Dirjen Agraria sampai ketingkat Kantah. Disamping itu secara 

kelembagaan Badan Pertanahan Nasional mengalami perubahan struktur 

kelembagaan yang rentan waktunya sangat pendek. 

Dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Keputusan Kepada Badan 

Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1989, Kantor Pertanahan berada dibawah 

koordinasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, sedangkan 

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi berada dibawah Badan 
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Pertanahan Nasional Pusat. Kantor Pertanahan Kabupaten Bone terletak di jalan 

Stadion Lapatau, Keluruhan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, 

Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Bidang usaha  

Sebagai mana telah dikemukakan sebelumnya Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) adalah salah satu instansi atau lembaga pemerintah non Kementrian di 

Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 

pertanahan secara nasional, regional dan sektoral kantor ini mempunyai bidang 

usaha dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional 

dalam lingkungan wilayah Kabupaten Bone seperti pembuatan Sertipikat hak atas 

tanah, peralihan hak, pembebanan sertipikat atas tanah dan kegiatan – kegiatan 

pelayanan pertanahan lainnya. 

3. Proses pelayanan 

Ada 4 bagian pelayanan di Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / Badan 

Pertanahan Nasional Kabupaten Bone yaitu : 

1. Layanan info pertanahan dan bagian alir 

a. Peralihan hak jual beli 

b. Peralihan hak pewarisan 

c. Peralihan hak tukar menukar 

d. Peralihan hak lelang 

e. Peralihan hak hibah 

f. Peralihan hak pembagian hak bersama 

g. Peralihan hak pemasukan dalam perusahaan 

h. Pemisahan 
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i. Penggabungan konversi  

j. Konversi, pengakuan dan penegasan tanah 

k. Pemberian hak milik perorangan  

l. Pemberian hak milik hukum  

m. Pemberian hak guna usaha perorangan  

n. Pemberian hak guna bangunan perorangan 

o. Pemberian hak pakai perorangan WNA 

p. Pemberian hak pakai badan hukum asing  

q. Pemberian hak pakai hukum Indonesia 

2. Pelayanan bagian informasi publik  

a. Prosedur pengajuan keberatan 

b. Prosedur permohonan informasi 

c. Waktu permohonan informasi publik 

3. Pelayanan bagian pengaduan 

a. Prosedur layanan pengaduan melalui sosial media  

b. Prosedur layanan pengaduan melalui aplikasi lapor 

c. Prosedur layanan pengaduan melalui surat / email 

d. Hotline layanan pengaduan kementrian ATR / BPN 

4. Layanan pertanahan elektronik 

4.2 Pelayanan Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone 

Pelayanan yang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh perusahaan 

masing–masing dapat memberikan kepuasaan kepada pengguna jasa pelayananya. 

Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 

Bone bergerak di bidang jasa pembuatan sertipikat ha katas tanah, peralihan hak, 



 

29 

 

pembebanan sertipikat hak atas tanah dan kegiatan-kegiatan pelayanan pertanahan 

lainnya. 

Memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebijakan masing-masing 

perusahaan sehingga menciptakan pelayanan terbaik merupakan tujuan dari setiap 

perusahaan, terlepas apakah perusahaan tersebut itu dijalankan oleh pemerintah 

maupun pihak swasta. 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Bone tentunya sebisa mungkin memberikan pelayanan terbaik bagi 

pelanggan agar pelanggan merasa puas dan loyal kepada perusahaan/instansi. 

Oleh karena itu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone harus menentukan 

strategi yang tepat dalam membangun nilai, kualitas, kepuasaan, dan loyalitas 

pelanggan. 

Untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan 

yang di lakukan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone dapat diukur dengan 

lima dimensi yang meliputi persyaratan, prosedur, waktu, biaya, sarana dan 

prasarana. 

4.2.1 Persyaratan 

Persyaratan dalam pelayanan pengurusan pembuatan sertipikat tanah adalah 

syarat yang telah ditentukan dalam SOP, persyaratan yang harus dipenuhi oleh 

pemohon agar permohonnya dapat diproses lebih lanjut, dilakukan untuk 

mencapai tujuan bersama secara efisien 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diperoleh informasi bahwa 

persyaratan yang ditetapkan dalam pengurusan pembuatan sertipikat tanah di 

kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone yaitu formulir permohonan  
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dilihat hasil  Hal ini dapat 

dilihat dari hasil olahan kuesioner dari  tanggapan responden tentang persyaratan 

untuk pelayanan pembuatan sertipikat tanah yang diberikan oleh instansi kepada 

yang sudah di isi dan di tanda tangani pemohon  atau kuasanya di atas materai 

cukup, surat kuasa apabila dikuasakan, foto copy idenditas (KTP, KK) pemohon 

dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas 

loket, bukti pemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat, foto copy SPPT 

PBB tahun  berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan 

penyerahan bukti SSB (BPHTB), dan melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan 

ketentuan,  hal tersebut yg harus dilakukan oleh masyrakat masyarakat dapat 

dilihat pada table 4.1 dibawah ini 

Tabel 4.1: Tanggapan responden terhadap persyaratan bahwa Badan Pertanahan 

                  Nasional Kabupaten Bone selalu memberikan informasi yang akurat 

                  dan dapat dimengerti masyarakat  

No. Tanggapan 

Responden 

Skor  Frekuensi  Jumlah  

Skor  

Persentase  

1 Sangat Baik 5 0 0 0% 

2 Baik  4 1 4 3,3% 

3 Cukup Baik 3 2 6 6,6% 

4 Kurang Baik 2 19 38     63,3% 

5 Tidak Baik 1 8 8 26,6% 

 Jumlah   30 56 100% 

(Sumber : Hasil olahan data kuesioner Juli 2023) 

Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa persyaratan dalam pembuatan 

sertipikat tanah 4.1 kepada pemohon Kantor Badan Pertanahan Nasional 
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Kabupaten Bone terdapat 1 responden atau 3,3 % mengatakan baik. Sementara 

yang mengatakan cukup baik 2 responden atau 6,6%, yang mengatakan kurang 

baik terapat 19 atau 63 % dan 8 responden  atau 26,6 % mengatakan tidak baik. 

Dari hasil kuesioner di atas, dapat dikatakan bahwa pemohon yang ingin 

mengurus pembuatan sertipikat tanah pada kantor Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Bone dengan indikator persyaratan berada dalam kategori kurang  

baik, dengan  jumlah skor 56 . Untuk lebih jelasnya dapat dapat dilihat pada 

garis kontinum berikut ini: 

 

   

Berdasarkan hasil observasi diperoleh informasi bahwa  persyaratan 

pembuatan sertipikat tanah pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 

Bone telah memberikan informasi yang akurat dan dapat dimengerti masyarakat 

atas persyaratan pelayanan pembuatan sertipikat tanah. 

4.2.2 Prosedur 

Prosedur dalam melayani pengurusan pembuatan sertipikat tanah 

sebagaimana dimaksud  adalah tahapan proses pelayanan masing-masing jenis 

kegiatan sebagaimana bagian alir   mengacu pada SOP yang telah ditetapkan pada 

kantor tersebut. 

 Berdasarkan hasil pengamatan bahwa prosedur pelayanan pembuatan 

sertipikat tanah pada  Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone dapat dilhat 

pada gambar sebagai berikut  

 TB        KB        CB  B           SB 

 

      30           54         78         102  126          150 

56 
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 PEMOHON                                                     

                   LOKET PELAYANAN 

1) Penerimaan dan pemeriksaan dokumen 

  Permohonan 

 

         LOKET PEMBAYARAN 

2) Penerimaan pembayaran biaya pengukuran pemeriksaan tanah dan pendaftaran hak  

 

                                                PROSES LAYANAN 

3) Pengukuran dan pemeriksaan tanah (pemohon harus hadir) 

4) Pengumuman  

5) Pembukuan hak dan penerbitan sertipikat 

PENGAMBILAN SERTIPIKAT TANAH 

6)  Pengambilan sertipikat tanah di loket            

 

Gambar 4.2 Prosedur layanan 

( Sumber Agraria/Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone ) 
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Dari Gambar 4.2 dapat diketahui bahwa alur tahapan pengurusan 

pelayanan pembuatan sertipikat tanah dimulai dari penerimaan dan pemeriksaan 

dokumen pemohon, kemudian penerimaan pembayaran biaya pengukuran 

pemeriksaan tanah dan pendaftaran hak, kemudian pengukuran dan pemeriksaan 

tanah  (pemohon harus hadir), kemudian pengumuman, kemudian pembukuan hak 

dan penerbitan sertipikat, kemudian yang terakhir penyerahan sertipikat. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil olahan kuesioner yang dibuat oleh peneliti 

mengenai tanggapan responden tentang prosedur untuk pelayanan pembuatan 

sertipikat tanah yang diberikan oleh instansi kepada masyarakat dapat dilihat pada 

tabel 4.2 dibawah ini.  

Tabel 4.2 Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa kegiatan pelayanan di  

                 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone sangat jelas dan tidak  

                 berbelit – belit  

No. Tanggapan 

Responden 

Skor  Frekuensi  Jumlah  

Skor  

Persentase  

1 Sangat Baik 5 3 15 10% 

2 Baik  4 8 32 26,6 % 

3 Cukup Baik 3 11 33 36,6% 

4 Kurang Baik 2 5 10 16,6% 

5 Tidak Baik 1 3 3 10% 

 Jumlah   30 93 100% 

(Sumber : Hasil olahan kuesioner Juli 2023) 
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Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa prosedur dalam pembuatan sertipikat 

tanah 4.2 kepada pemohon Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone 

terdapat 8 responden atau 26,6 % mengatakan baik. Sementara yang mengatakan 

cukup baik 11 responden atau 36,6%, yang mengatakan sangat baik 3 responden 

atau 10%, yang mengatakan kurang baik terdapat 5 responden atau 16,6 % dan 3 

responden  atau 10 % mengatakan tidak baik. 

Dari hasil kuesioner di atas, dapat dikatakan bahwa pemohon yang 

mengurus pembuatan sertipikat tanah pada kantor Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Bone dengan indikator prosedur berada dalam kategori cukup baik, 

dengan jumlah skor 93 . untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada garis kontinum 

berikutini :

 

Berdasarkan hasil observasi diperoleh informasi bahwa prosedur pembuatan 

sertipikat tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone telah 

memberikan pelayanan yang jelas dan tidak berbelit-belit. 

4.2.3 Waktu 

Ketepatan waktu pelayanan pada suatu instansi sangatlah penting yang harus 

dilakukan dengan segera, akurat, memuaskan dan dengan tidak adanya 

pembedaan pelanggan satu dengan lainnya dalam melaksanakan pelayanan. 

Bersumber dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone, peneliti 

menemukan bahwa waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan pembuatan 

sertipikat tanah sekitar 98 hari. 

93 
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Hal ini dapat dilihat dari hasil olahan kuesioner yang dibuat oleh peneliti 

mengenai tanggapan responden tentang waktu penyelesaian pelayanan yang 

diberikan oleh instansi kepada masyarakat dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini 

Tabel 4.3 Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa Badan Pertanahan  

                Kabupaten Bone selalu tepat waktu dalam  memberikan pelayanan  

                pembuatan sertipikat tanah  

No. Tanggapan 

Responden 

Skor  Frekuensi  Jumlah  

Skor  

Persentase  

1 Sangat Baik 5 0 0 0% 

2 Baik  4 0 0 0% 

3 Cukup Baik 3 1 3 3,3% 

4 Kurang Baik 2 4 8 13,3% 

5 Tidak Baik 1 25 25 83,3% 

 Jumlah   30 36 100% 

 Sumber: Hasil olahan data kuesioner Juli 2023 

 Tabel 43 di atas menunjukkan bahwa waktu dalam pembuatan sertipikat 

tanah 4.3 kepada pemohon Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone 

terdapat 0/ tidak ada responden atau 0% mengatakan baik. Sementara yang 

mengatakan cukup baik 1 responden atau 3,3%, yang mengatakan sangat baik 

0/tidak ada responden atau 0%, yang mengatakan kurang baik terdapat 4 

responden atau 13,3 % dan 25 responden  atau 83,3 % mengatakan tidak baik. 

Dari hasil kuesioner di atas, dapat dikatakan bahwa pemohon yang 

mengurus pembuatan sertipikat tanah pada kantor Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Bone dengan indikator waktu penyelesaian berada dalam kategori 
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tidak baik, dengan jumlah skor 36. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada garis 

kontinum berikut ini : 

  

  

Berdasarkan hasil observasi penulis, waktu pembuatan sertipikat tanah 

pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone belum memberikan 

waktu penyelesaian pembuatan sertipikat tanah pada tepat waktu. 

4.2.4 Biaya  

Biaya yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan 

memperoleh layanan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara 

dan masyarakat. 

Berdasarkan observasi peneliti menemukan 2 hasil tentang biaya untuk 

pengurusan pembuatan sertipikat tanah. Hasil pertama, masyarakat yang 

melakukan pengurusan langsung di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 

Bone dikenakan biaya sesuai ketentuan peraturan pemerintah tentang jenis dan 

tariff atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Sedangkan hasil kedua, ada beberapa 

masyarakat yang memakai oknum untuk membantu dalam pengurusan pembuatan 

sertipikat tanah sehingga masyarakat tersebut memberikan biaya yang lebih dari 

yang sesuai ketentuan. 

36 
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Hal ini dapat dilihat dari hasil olahan kuesioner yang dibuat oleh peneliti 

mengenai tanggapan responden tentang biaya yang diberikan oleh instansi kepada 

masyarakat dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini. 

Tabel 4.4 Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa biaya dikeluarkan  

                untuk pembuatan sertipikat tanah sesuai dengan ketentuan peraturan  

                pemerintah Badan Pertanahan Nasional 

No. Tanggapan 

Responden 

Skor  Frekuensi  Jumlah  

Skor  

Persentase  

1 Sangat Baik 5 6 30 20% 

2 Baik  4 16 64 53,3% 

3 Cukup Baik 3 7 21 23,3% 

4 Kurang Baik 2 0 0 0% 

5 Tidak Baik 1 1 1 3,3% 

 Jumlah   30 116 100% 

 Sumber: Hasil olahan kuesioner Juli 2023 

Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa biaya dalam pembuatan sertipikat 

tanah 4.4 kepada pemohon Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone 

terdapat 16 responden atau 53,3 % mengatakan baik. Sementara yang mengatakan 

cukup baik 7 responden atau 23,3%, yang mengatakan sangat baik 6 responden 

atau 20%, yang mengatakan kurang baik terdapat 0/tidak ada responden atau 0 % 

dan 1 responden  atau 3,3 % mengatakan tidak baik 

Dari hasil kuesioner diatas, dapat dikatakan bahwa pemohon yang ingin 

mengurus pembuatan sertipikat tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional 
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Kabupaten Bone dengan indikator biaya dalam kategori baik, dengan jumlah skor 

116. Untuk lebih jelasnya dapt dilihat pada garis kontinum berikut ini : 

  

Berdasarkan hasil observasi diperoleh informasi bahwa  biaya pembuatan 

sertipikat tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone telah 

memberikan biaya sesuai yang ditetapkan pada aturan yang berlaku. 

4.2.5 Sarana dan Prasarana 

Dalam menunjang kemudahan, kelancaran proses pelayanan dan 

memberikan kenyamanan pada penggunannya suatu instansi harus memiliki 

standar fasilitas pelayanan yang nyaman. 

Berdasarkan observasi peneliti menemukan  beberapa sarana dan prasarana 

yang mendukung kelancaran pelayanan pembuatan sertipikat tanah Untuk sarana 

yang mendukung seperti, komputer, printer, tinta printer, kertas, pulpen, tv  mesin 

pengecekan berkas, sofa dan meja sedangkan perasarana seperti ruang tunggu,  

loket, ruang konsultasi/pengaduan, wc, mushola dan tempat parker hal tersebut 

menunjang sarana dan prasarana yang lengkap dan nyaman.  

Hal ini dapat dilihat dari hasil olahan kuesioner yang dibuat oleh peneliti 

mengenai tanggapan responden tentang sarana dan prasarana dapat dilihat dari 

tanggapan responden pada tabel 4.5 sebagai berikut. 

 

 TB        KB        CB  B           SB 

 

      30           54         78         102  126          150 

116 
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Tabel 4.5 Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa fasilitas ruang tunggu  

                Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone sangat menunjang 

                dan lengkap untuk kegiatan pelayanan, seperti tempat menunggu yang 

                nyaman untuk masyarakat 

No. Tanggapan 

Responden 

Skor  Frekuensi  Jumlah  

Skor  

Persentase  

1 Sangat Baik 5 16 80 53,3% 

2 Baik  4 10 40 33,3% 

3 Cukup Baik 3 3 9 10% 

4 Kurang Baik 2 0 0 0% 

5 Tidak Baik 1 1 1 3,3% 

 Jumlah   30 130 100% 

 (Sumber: Hasil olahan data kuesioner Juli 2023) 

Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa sarana dan prasarana dalam 

pembuatan sertipikat tanah 4.5 kepada pemohon Kantor Badan Pertanahan 

Nasional Kabupaten Bone terdapat 10 responden atau 33,3 % mengatakan baik. 

Sementara yang mengatakan cukup baik 3 responden atau 10%, yang mengatakan 

sangat baik 16 responden atau 53,3%, yang mengatakan kurang baik terdapat 

0/tidak ada responden atau 0 % dan 1 responden  atau 3,3 % mengatakan tidak 

baik 

Dari hasil kuesioner diatas, dapat dikatakan bahwa pemohon yang ingin 

mengurus pembuatan sertipikat tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Bone  dengan indikator sarana dan prasarana berada dalam kategori 
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sangat baik, dengan jumlah skor 130. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

garis kontinum berikut ini. 

  

 

Berdasarkan hasil observasi diperoleh informasi bahwa sarana dan prasarana 

pembuatan sertipikat tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 

Bone telah memberikan dan menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap dan 

nyaman. 

Tabel 4.6 Rekapulasi Rata-rata jawaban Responden tentang pelayanan pembuatan 

                 sertipikat tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten  

                 Bone                             

Unsur Pelayanan Jumlah Skor Kategori 

Persyaratan  56 Kurang Baik 

Prosedur  94 Baik  

Waktu  36 Tidak Baik 

Biaya  116 Baik  

Sarana dan Prasarana  130 Sangat Baik 

Total Skor Untuk Semua Unsur  432  

Rata – rata Skor  86 Cukup Baik 

 Sumber: olahan data kuesioner 2023  

 Tabel rekapulasi di atas menunjukkan bahwa terdapat  indikator sarana dan 

prasarana dengan kategori sangat baik, biaya yang digunakan untuk mengurus 

pembuatan sertipikat tanah dengan kategori baik, dan prosedur pelayanan dapat 

dikatakan baik. Namun, waktu pelayanan pembuatan sertipikat tanah dengan 

 TB        KB        CB  B           SB 

 

      30           54         78         102  126          150 

130 
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kategori tidak baik dan persyaratan pengurusan sertipikat tersebut dapat dikatakan 

kategori kurang baik. 

Dari hasil tabel rekapulasi diatas dapat dikatakan bahwa indikator pelayanan 

pembuatan sertipikat tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 

Bone dengan skor 86 masuk dalam kategori cukup baik. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada garis kontinum sebagai berikut: 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

86 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa 

pelayanan pembuatan sertipikat tanah pada kantor pertanahan kabupaten bone 

dalam kategori ‘’cukup baik’’ dengan mengacu pada 5 unsur persyaratan, 

prosedur, waktu, biaya, sarana dan prasarana. 

 5.2 Saran 

1) Sebaiknya Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone lebih 

meningkatkan  unsur terkait persyaratan yang memberikan informasi yang 

jelas dan akurat agar tidak mempersulit masyarakat serta ketepatan waktu 

penyelesaian lebih ditingkatkan agar sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan, guna untuk menunjang kepuasaan dan kenyamanan masyarakat. 

2) Sekiranya Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone agar tetap 

mempertahankan unsur prosedur, biaya, serta sarana dan prasarana agar 

masyarakat tetap merasa nyaman dan puas. 

 

 

 



 

43 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Bilgah, 2018. Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada 

             Dinas Perhubungan Kota Depok. Cakrawala – Jurnal Humaniora, 18 

            (1), 117-121. Retrieved from   

 

Hayat. 2019. Manajmen Pelayanan Publik. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO  

            PERSADA 

 

Hardiyansyah, M.Si.2018. Kualitas Pelaynan Publik (konsep,dimensi,indicator  

            dan implementasi). Yogyakarta: gava media. 

 

Hadiwijoyo, suryasakti&Anisa, Fahima Diah. 2021.pelayanan publik berbasis 

regional kompleks analysis. Depok: RAJAGRAFINDO PERSADA. 

 

Ismail Nurdin&Sri Hartati.2019.Metodologi Penelitian Sosial.Surabaya:Sahabat 

Cendekia. 

 

Juni Priansya, Donni.2017. Manajemen Pelayanan Prima fokus pada organisasi 

publik dan peningkatan kualitas aparatur.Bandung: Alfabeta. 

 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey 

kepuasaan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. 

Pasolong, Harbani. 2020. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: 

Alfabeta 

Sunarsiyani, F . E. 2022. Inovasi Penggunaan Media Sosial ‘’WA’’ Bisnis 

(Pelayanan Kantor Desa Monojati). Majalah Ilmiah Pelita Ilmu, IV (2),89. 

 

Taufiqurokhman.&Satipsi, Evi. 2018. Teori dan Perkembangan Manajemen 

pelayanan publik. Tanggerang: UMJ RESS. 
 
. 

 

 

   

 

 



 

44 

 

L 

A 

M 

P 

I 

R 

A 

N 



 

45 

 

Lampiran 1 

Permohonan Surat Izin Penelitian 
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 Lampiran 2 

Surat Izin Balasan Penelitian 
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Lampiran 3 

Daftar Pertanyaan Wawancara 

 

DAFTAR PERTANYAAN  WAWANCARA 

1) Apakah tata cara/prosedur pelayanan  pertanahan prihal pembuatan sertipikat 

tanah sudah jelas ? 

2) Apakah waktu penyelesaian pelayanan pertanahan prihal pembuatan 

sertipikat tanah dijelaskan dalam pelayanan dan terpenuhi dalam 

pelaksanannya ? 

3) Apakah rincian biaya pelayanan pertanahan prihal  pembuatan sertipikat 

tanah disampaikan di awal ? 

4) Apakah sarana dan prasarana yang ada memadai untuk menunjang pelaksana 

pelayanan pembuatan sertipikat tanah ? 

5) Apakah hasil yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam 

pelayanan pembuatan sertipikat tanah ? 

6) Apakah ada fasilitas layanan yang diberikan dalam pelaksanaan pelayanan 

pembuatan sertipikat tanah ? 
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Lampiran 4 

Daftar Pertanyaan Kuesioner 

KUESIONER 

‘’PELAYANAN PEMBUATAN SERTIPIKAT TANAH PADA BADAN 

PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BONE’’ 

Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang 

saya akan ajukan dalam daftar pertanyaan di bawah ini, informasi yang diperoleh 

dari hasil kuesioner ini akan digunakan sebagai data penyusunan tugas akhir, saya 

akan menjaga kerahasiaan informasi yang Bapak/Ibu berikanl. Atas kesediaan 

Bapak/Ibu meluangkan waktunya dalam pengisian kuesioner ini, saya ucapkan 

banyak terima kasih. 

A. Petunjuk Pengisian 

1. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk 

memberikan jawaban dari seluruh penilaian yang ada 

2. Berikan ceklis pada kolom yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya 

1 = Tidak Baik (TB) 

2 = Kurang Baik (KB) 

3 = Cukup Baik (CB) 

4 = Baik (B) 

5 = Sangat Baik (SB) 
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B. Daftar Penilaian 

No  Penilaian Tidak 

Baik 

Kurang 

Baik 

Cukup 

Baik 

Baik Sang

at 

Baik 

1 Persyaratan  

Apatur pelayanan 

pembuatan 

sertipikat tanah 

pada kantor Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Kabupaten Bone 

selalu memberikan 

informasi yang 

akurat dan dapat 

dimengerti 

masyarakat atas 

persyaratan 

pelayanan 

pembuatan 

sertipikat tanah 

     

2 Prosedur  

Kegiatan 

pelayanan 
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pembuatan 

sertipikat tanah 

sangat jelas dan 

tidak berbelit-belit 

3 Waktu  

Aparatur 

pelayanan 

pembuatan 

sertipikat tanah 

selalu tepat waktu 

dalam memberikan 

pelayanan 

pembuatan 

sertipikat tanah 

     

4 Biaya  

Biaya sudah 

tercantum pada 

aturan yang 

berlaku dan tariff 

layanan yang 

ditetapkan 

disesuaikan 

dengan aturan 
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5 Sarana dan 

Prasarana  

Fasilitas pelayanan 

kantor Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Kabupaten Bone 

sangat menunjang 

dan lengkap untuk 

kegiatan 

pelayanan, seperti 

tempat menunggu 

yang nyaman 

untuk masyarakat 
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Lampiran 5 

Struktur Organisasi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Subbagian Tata 

Usaha

Hamri Yahya, S.Sos., M.M.

NIP. 19720207 199603 1 001

KorSub Perencanaan, 

Evaluasi dan Pelaporan

KorSub Umum dan 

Kepegawaian

Pengelola Urusan Rumah 

Tangga

Miranti Aprillah

NIP. 19850418 200604 2 004
Putri Agustina,A.Md Mare 

Kepala Seksi Survei dan 

Pemetaan

Kepala Seksi Penetapan Hak 

dan Pendaftaran

Kepala Seksi Penataan dan 

Pemberdayaan

PLT. Kepala Seksi 

Pengadaan Tanah dan 

Pengembangan

Kepala Seksi Pengendalian dan 

Penanganan Sengketa

Syahrul, S.S.T.

NIP. 19820114 200212 1 001

Arfianty Satyaningsih, S.H., 

M.H.

NIP. 19830902 200903 2 005

Hamsiah, S.S.T.

NIP. 19781102 199903 2 001

Andi Asmawati Sunardi, 

S.Sos.

NIP. 19690318 199803 2 001

Ratnawati Zainuddin, S.Sos

NIP. 19781129 200604 2 004

KorSub Pengukuran dan 

Pemetaan Tematik

KorSub Penetapan Hak 

Tanah dan Ruang
KorSub Penatagunaan Tanah

KorSub Penilaian, Pengadaan 

dan Pencadangan Tanah

KorSub Penanganan Sengketa, 

Konflik dan Perkara 

Isfan Anugrah Ramadhan, 

S.T.

NIP. 19950208 201801 1 002

Andi Tenri Seling, S.H.

NIP. 19931219 201801 1 003

Muhammad Fauzi Fachrazi 

Poerwita, S.H.

NIP. 19910523 201903 1 002

Muhammad Fauzi Fachrazi 

Poerwita, S.H.

NIP. 19910523 201903 1 002

KorSub Pengukuran dan 

Pemetaan Kadastral

KorSub Pendaftaran Hak 

Tanah dan Ruang, Tanah 

Komunal dan Hubungan 

Kelembagaan

KorSub Landreform dan 

Konsolidasi Tanah

KorSub Fasilitasi Pengadaan 

dan Penetapan Tanah 

Pemerintah 

KorSub Pengendalian dan 

Penanganan Sengketa

Andi Sadli

NIP. 19731125 199703 1 001

Andi Tenri Seling, S.H.

NIP. 19931219 201801 1 003

Sirajuddin

NIP. 19661231 198701 1 004

Andi Asmawati Sunardi, 

S.Sos.

NIP. 19690318 199803 2 001

Dwi Puspita Mustaming, S.H.

NIP. 19970226 201903 2 001

KorSub Pemeliharaan Data 

Hak Tanah dan Pembinaan 

PPAT 

Umi Damayanti, S.Sos.

NIP.  19800504 200502 2 001 2

KorSub Penetapan dan 

Pengelolaan Tanah 

Pemerintah

Dwi Puspita Mustaming, S.H.

NIP. 19970226 201903 2 001

Achmad Kadir, S.H., M.H.

NIP. 19660208 198603 1 003

Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bone

KorSub Keuangan dan Barang 
Milik Negara 

 
 

Mariah Ulfah,SE 
NIP.198504182006042004 

Bendahara 

 
 

Mustika Sari, A.Md,Kom 
NIP.199204132019032005 

Staf Asisten Penata 
Kadastral  

Muh. Yamin 
NIP.198612222015031002 

Staf Petugas Ukur III/a 

 Muhammad Ishadi,S.H 

NIP. 198908042009121001 

Staf Petugas Ukur II/c 

Andi Syafaruddin 
NIP.198411162009121003 

Staf Petugas Ukur II/a 

Bertha Naditya Augusta 
Erwanda,AP 

NIP.200008262020122001 
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Lampiran 6 

Dokumentasi Wawancara 
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Lampiran 7 

Dokumentasi Pengisian Kuesioner 

 


